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BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 20 TAHUN 2O2O

TENTANG

STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang

Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2O18

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan'

perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas

tentang Standai Teknis Pelayalan Minimal Pendidikan

Kabupaten Musi Rawas.

:1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II da! Kotapraja di

Sumatera Selatan (L€mbarar Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomot 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undarlg-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Menimbalg

Mengingat
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4.

5.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Sta.rdar Nasional Pendidikan (Lmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OoS Nomor 41, Tambahan

kmbaran Negara RePublik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana t€lah beberapa kali diubah, terakhir

dengsn Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2oO5 tentang Standar Nasional

Pendidikar (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lmbaran N€gara

Republik Indonesia Nomor 567o);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tslun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (I*mbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 91);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

20O8 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 4941), sebagaimana t€lah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahr:n

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2oO8 tentang Guru (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor lO7, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51o5), scbagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentalg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

t7 Tahun 2O1O tentaru Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1o Nomor 112, Tambahan

I€mbaran Negam Republik Indonesia Nomor 5157);

6.
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8.

9.

7. Peratura.n Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang

Standar Pelayanan Minimal (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan kmbaran

Negsra Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

Minima.l Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentqng

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (L€mbaran Daerah KabuPaten

Musi Ravras Tahun 2O16 Nomor 1o).

MEMI, ruSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TEKNIS

PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN TABUPATEN MUSI

RAWAS.

BAB I
KETENTUAN T.IMUM

Pasal I

Dalam Perahrran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah KabuPaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas merupakan kepala daerah

sebagai unsur pcnyelenggara pemerintah daerah

yang memimpin pelaksa-naan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

5. Standar PeLayanan Minimsl Pendidikan Kabupaten

yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan

Kabupaten adalah k€tentuan mengenai jenis dan

mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan

urusan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas wajib

yang bcrhak diperoleh setiap Pescrta Didik secata

minimal.
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6.

7.

Pelayanan Dasar adslah pelayanan publik untuk

memenutri kebutuhan dasar Pesrta Didik.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenie peLayanan dalam

mngka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan

dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik

secara minimal.

Mutu Pslayanan Dasar adalah ukuan kuantitas dan

kuatitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar

scrts pemenuhannya aecara minimal dafam

pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar

teknis agar hidup Becara layak.

9. Pe8erta Didik adalah anggota masyarakat yang

berusaha mengembangkan potensi diri melalui

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,

jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

1O. Kepala Dinas Pendidikan yang selartjutnya disingkat

Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dacrah di

bidang pendidikan di Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 2

Stsndar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan

untuk memberikan panduan kepada Pemerintah

Kabupaten dalsm pemenuhan kebutuhan dasar Peserta

Didik sesuai jenjang dan jalur pendidikan.

Pasal 3

(f) SPM Pendidikan ditetaPkan dan diterapkan

berdasarkan prinsip :

a. kescsuaian kewenangan;

b. ketersediaaa;

c. keterjangkauan;

d. kesinambungan;

e. keterukuran; dan

f. ketepatan sasaran.

a.
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(2) Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (U huruf a dircrapkan sesuai dengan

kewenangan Pe erintah Kabupaten menurut

pembagian urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan da8ar.

(3) Ketersediasn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka

menjamin tersedianya barang dan/atau jasa

kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap

warga ncgara secara minimal.

(4) Ketrrjangkauan sebagaimana dimaksud Pada ayat

(1) huruf c ditctapkan dan diterapkan dalam rangk"

menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar

yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.

(5) Kesinambungian sebagaiamana dimaksud pada ayat

(U huruf d ditetapkan dan diterapkan unh:k

memberikan jaminan ters€dianya barang dar/atau
jasa kebutuhan dasar warga negara sccara terus

menerus.

(6) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

huruI e ditetapkan dan diterapkan dcngan barang

dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi

kebutuhan dasar warga negara.

(7) Ket€patan sasaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f ditetapkan dan dircrapkan untuk

pemenuhan barang dan/atau jasa kebuhrhan dasar

yang berhak diperoleh setiap warga negara secara

minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah

Kabupaten ditujukan kepada warga negara dengan

memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak

mampu,

o
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur :

a. jenis dan penerima pelayalan dasar;

b. mutu pelayanan dasar;

c. pemenuhan SPM Pendidikan KabuPaten

Pemerintah Kabupaten; dan

d. pelaporan penetaPan dan pencapaian

Pendidiksn.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA PEL\YANAN DASAR

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 5

(1) jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan t€rdiri

atas :

a. pendidikan anak usia dini;

b. p€ndidikan dasar; darl

c. pendidikan kesetaraan.

(2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas ;

a. sekolah dasar; dan

b, sekolah menengah Pertsma'

Bagian Kedua

Penerima PelaYanan Dasar

Pasal 6

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada

pendidikan anak usia dini merupakan pescrta didik

yang beruBia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam)

tqhun.

Penerima pelayanan dasar SPM pada pendidikan

dasar merupakan peserta didik yang berusia 7

(tujuh) tahun sampai d€ngan 15 oima b€las) tqhun'

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada

pendidil€n kesetaraan merupakan Peserta didik

yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 1E

(delapan belas) tahun.

(1)

oleh
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BAB Itr

MUTU PETAYANAN DASAR

Bagisn Kesatu

Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan

dasar SPM Pendidikan mencakup :

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan; dan

c. tata cara pcmenuhan standar.

Bagian Kedua

Standar Junlah dan Kualitas Barartg dan/atau Jasa

Paragraf I
Umum

Pasal I
(1) Standa! jumlah dan kualitas berang dan/atau jasa

sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
meliputi :

a. standar satuan pendidikan; dan

b. standar biaya pribadi peserta didik.

Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. standar kompetensi kelulusan;

b. standar isi;

c, stender prose3;

d. standar sarana dan prasarana;

e. standar pengelolaan;

f. standar pcmbiayaart; dan

g. standar penilaian.

Standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana

dimakeud pada ayat (f) huruf b scsuai dengan

jenjang pendidikan 3rang terdiri atas :

a. perlengkapan dasar peserta lrndidikan; dan

b. pembiayaan pendidikan.

t2l

(3)
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Paragraf lkdua
Perlengkapan Dasar Peserta Didik

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

(1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana

dimakeud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada

pendidikan anak usia dini meliputi :

a. buku gambar; dart

b. alat mewarnai.

(2) Junlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta

didik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai

berikut :

a.6 (enam) buah buku gambar dalaF kondisi baru

per Peserta Didik per scmester; dan

b. I (satu) set aLat mewarrrai paling s€dikit 12 (dua

belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik

per semester.

Paragraf Ketiga

Perlengkapan Dasar Pes€rta Didik Sekolah Dasar

Pasal 10

(1) Perlengkapan dasar pescrta didik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal a ayat (3) hunrf a pada

sekoLah dasar meliputi :

a. buku teks pelajaran; dan

b. perlengkapan belajar.

(2) Jumlah dan kualitas perlenglapan dasar peserta

didik sebagBimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut :

a. I (satu) paket buku teks peLajaran oesuai dengan

kurikulum per peserta didik per tahun; dan

b. 1 (satu) set perlengkapan bel,ajar berupa buku

tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per pcserta

didik per semester.

PAMT TOORDINASI
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Paragraf Keempat

Perlengkapan Dasar Peserta Didik

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 1 I
(l) Peserta dasar peserta didik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal a ayat (3) huruf a pada sekolah

menengah pertama meliputi :

a. buku teks pelajaran; dan

b. perlengkapan belajar.

(2) Jurrlah dan kualitas p€rlengkapan dasar peserta

didik sebageimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut :

a. I (satu) paket buku teks lrlajaraa sesuai dengal

kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan

b. 1 (satu) set perlengkapan belqjar berupa buku

tulis dan alat tulis datram kondisi baru per peserta

didik per semester.

Paragraf Kelima

Perengkapao Dasar Peserta Didik

Pendidikan Kesetaraan

Pasal 12

(1) Perlengkapan dasar pes€rta didik dimaksud dalam

Pasal I ayat (3) huruf a pada pendidikan kesetaraan

meliputi :

a. modul belajar; dan

b. perlengkapan bela,jar.

(2) Jumlah darr kualitas perlengkapar dasar peserta

didik sebagaima-na dimaksud pada ayat (l) sebagai

berikut ;

a. 1 (eatu) paket modul beLajar sesuai dengan

kurikulum per peserta didik per tahun; dan

b. 1 (satu) set perlengkapan b€lajar berupa buku

tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peaerta

didik per semester.
PAXAF KOORDINASI
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Paragraf Keenam

Pembiayaan Pendidikan

Pasal 13

(1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupa.ten untuk:

a. pendidikan anak usia dini; dan

b. pendidikan dasar.

(2) Kepala satuan pendidikan yang disclenggarakan oleh

masyarakat menetapkan besaran pembiayaan

pendidiken setelah mendapatlGn pertimbangan dari

komite sekoLah.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas

Barang dan Jasa

Pa8e1 14

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud dalao Pasal 8 ayat (2) mencakup satuan

pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar,

satuan pendidikan kesetaraan, satuan pendidikart

menengah, dan satuan pendidikan khusus sesuai

dengan ketentuan peraturan perundarE-undangan.

Pasal 15

(U Pemenuhan perlengkapan dasar Ireserta didik pada

pendidikan anak usia dioi sebagaimana dirnalcud

dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan setiap awal tahun.

(2) Perhitungan pemenuhan p€rlengkapan dasar bagi

peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau

tidak marEpu yang menjadi tarrgurtg jalrab

Pemerintah Kabupaten dalam I (satu) tahun

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. juml,ah peserta didik yang berasal dari keluarga

miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas)

buah buku gambar .liLali biaya satuao buku
gambar; dan

PAX,{T TOORDINASI
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b. jumlah peserta didik yarlg berasal dari keluarga

miskin atau tidak marnpu dikali 2 (dua) set alat

mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.

(3) Biaya eatuan buku gambar dan biaya satuan alat

mewamai sebagaimana dima*sud pada ayat (2)

sesuai dengan standar biaya Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

Pasal 16

(U Pemenuhan buku teke pelajaran Pada sekolah dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

hun:f a dipcruntukkan bagi peserta didik yang

belum terlayani perlengkapan dasar pes€rta didik.

(2) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada

sekol,ah dasar sebagaimana dimaksud dafam Pasal

10 ayat (2) diberikar pada setiap awal tahun.

(3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi

peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau

tidak mampu yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Kabupaten dalam I (satu) tahun

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. junlah peserta didik yang berasal dari keluarga

miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) Paket

buku teks pelajaran dikali biraya satuan buku teks

pelajaran; dan

b. jumtah peserta didik yang berasal dari keluarga

miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku

tr:lis dan alat hrlis .lik^li biaya satuan buku tulis

dan alat tulis.

(4) Biaya satuan buku teks pelajaran dsn biaya satuan

buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

PAP"{F (OORDI]IASI
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Pasal 17

(l) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekoLah

menengah pertama sebagaimana dimakeud dalam

Pasal f I ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta

didik yang belum terl,ayani perlengkapan dasar

pcserta didik.

(2) Pemenuhan perlengkapan dasar trrscrta didik pada

sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal

tahun.

(3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi

peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau

tidak inFmpu yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun

dilaksanakan dengan cara sebagai bcrikut :

a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga

miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket

buku teks pel{aran dilreli llsys satuan buku teks

buku pelajaran; dan

b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga

miakin atau tidak mampu dikali 2 (dua) s€t buku

tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis

dan alat tulis.

(4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan

buku tulis dan alat tulis sebagBimana dimaksud

pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasel 18

(1) Pemenuhan modul belajar pada pendidikan

kesetaraan sebageimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik

yang belum terlayani perlengkapan dasar peserta

didik.



o

(2) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada

pendidikan kesetaraan sebagaimana di"naksud

dalam Pasal L2 ayat (21 diberikan pada setiap awal

tahun.

(3) Perhihrnggn pcmenuhan perlengkapan dasar bagi

peerta didik yang berasal dari keluarga miskin atau

tidak mampu yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Kabupaten dalam 1 (sahr) tahun

dilaksanakan dengan cara sebagai bcrikut :

a. jurnlah peserta didik yang berasal dari keluarga

miskin atau tidak mampu dikali I (satlr) paket

modul betajar dikali biaya satuarr modul belajar;

dan

b. junlah p€serta didik yang berasal dari keluarga

miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku

tulb dan alat tulig dikali biaya satuan buku tulis

dan alat tulis.

(4) Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku

tulis dan alat tulis sebagaimaia dimaksud pada ayat

(3) sesuai dengan standar biaya Pemerintah

I(abupaten MuBi Rawas.

Pasal 19

(l)Pelaksanaan pemenuhan perlengt<a.pan dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai

dengan Pasal 18 diJakr:kan oleh Pemerintah

I(abupaten sesuai dengan kewenangan dapat

berupa.:

a. menyediakan perlengkapan dasar; dan

b, meaberikan ua,rg tunai untuk pemenuha'r

perlengkapan dasar kepada peserta didik yang

berasal dari keluargg miskin atau tidak mampu.

(2) Pemenuhan pelayanan dasar scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) difaksanakan sesuai dengan ket€ntuan

peraturan perundang-undangan.

o
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Pasal 20

(l)Pemenuhan pembiayaan p€ndidilen dilaksanakan

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan

pendidikan.

(2)Pelaksalaan pemenuhan pembiayaan pendidikan

baAi peserta didik pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan Pemerintah Kabupaten,

dilaksanakan dengan cara pembebaean biaya

pendidikal pada satuan pendidikan.

(3)Pelaksanaan pemenuhan pembiyaan pendidilen

peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau

tidak mampu pada Batuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan

dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada

penyelenggarakan satuan pendidikan oleh

Pemerintah Kabupaten

kewenangannlra.

sesuai dengan

(a)Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan

dari p$crta didik oleh satuan pendidikan

dilaksanakan dengan cara mengbi ng jumlah

Peserta Didik yang beraeal dari keluarga miskin atau

tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali

penyediaan pendidikan.

Pasal 21

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) diprioritaskan bagi

Pcscrta Didik yang bcrasal dari kctuarge mkkin atau

tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah

Kabupaten.

o
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(1)

Bagian Keempat

Stendar Jumlah dan Kualitas fbndidik
dan Tenaga KePendidikan

Paragraf I
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Anak Usia dini

PasaT 22

Standar jumlah darr kuatitas pendidik dan tenaga

kependidikan sebagaimana dimaksud dslam Pasd 7

huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas :

a. jenis pendidik dan tenaga kepcndidikan;

b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan

c. jumlah pendidik tenaga kependidikan'

Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hunrf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.

Jenb tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satauan

pendidikan anak usia dini.

Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b sebagai berikut :

a. paling rendah memiliki liazah Diploma emPat (D-

M atau Sarjana (S1) bidang pendiditan anak

usia dini, kependidikan lain, atau Psikologi; dart

b. memiliki sertifkat profesi gunr pendidikan snak

usia dini.

(5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah

memi[ki ijazah Diploma empat (D-M atau Sarjana

(s1).

(6) Selain memenuhi kualitas s€bagai&ana dimaksud

pada ayat (5), kepala sahra! pendidikan anak usia

dini juga harus memiliki:

a. sertifrkat pendidi\ dan

(21

(3)

(4)

o
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b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan

calon kepala sekolah untuk pendidikan alak
usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan

pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia

dini nonformal dari lembaga pemerintah yang

berwenang.

Pasal 23

(1) Dalam hal guru pendidikan anak usia dini belum

memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia

dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (41

huruf b, Pemerintah Kabupaten wajib

menyampaikan surat keterangal yang menyatakan

masih terdapat pendidik yang belum memiliki

sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubemur

sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan

tembusan kepada Menteri.

(2) Da.lam hal kepala satuan pendidikan anal( usia dini

formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan

dan pelatihal calon kepala sekolah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b,

Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikai surat

keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala

satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum

memiliki surat tanda tamat pendidikar dan

pelatihan calon kepala sekolah kapada Menteri yang

menyelenggarakan urusal Pe merintahan Dalam

Negeri melalui Gubemur sebagai Wakil dari

Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteii.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari

laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan

kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri melalui gubemur

sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan

tembusan kepada Menteri.
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Paragraf 2

Pendidikqn dan Tenaga Kependidilan Sekolal Dasar

Pasal 24

(1) Standar jumlah dan kualitas p€ndidik dan tenaga

kependidikan sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 7

huruf b pada sekolah dasar terdiri atas :

a. jenis pendidikan dan tenaga kependidikan;

b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan

c. jumlah pendidilran dan tenaga kependidikan'

(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. guru kelas; dan

b. guru mata pelajaran'

(3)Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dima*sud

pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. kepa.la sekolah; darr

b. tenaga penunjang lainnY&

(4) Kuafitas pendidik sebagaimana dimakaud pada ayat

(2) sebagai berikut:

a. paling rendah memiliki iiazah Diploma empat (D-

w) atau Sarjana (S1); dan

b. memiliki sertilikat pendidikan'

(5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. kepala sekolah:

1. paling rendah memiliki ljazah Diploma empat

(D-M atau Sarjana (S1);

2. memiliki sertifikat pendidik; dan

3. memiliki surat tanda tarrrt pendidikan darr

pelatihan calon kePala sekolah.

b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki

ijazah SMA/ sederajat.

o
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Pasal 25

(1) Dalam hal guru mata pelBjaran belum memiliki

sertifrkat pendidik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (4) huruf b, Pemerintsh Ksbupaten

wajib menyampaikan surat keterangan yang

menyatakan masih terdapat pendidik yang belum

memiliki sertifikat pendidik kepada Menteri yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam

Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil dari

Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri'

(2) Dafam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki

Burat tanda tamat pendidikan dan p€latihan cslon

kepala sekolah sebegaimana dimeksud dalam Pasal

24 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Kabupatcn

wajib menyampaikan surat keterangan pendukung

yang menyatakan masih terdapat kepala satuan

pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat

pcndidikan dan pelatihan cslon kepala sekolah

kepada Menteri yalg menyelenggarakan urusan

Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubemur

sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat dengart

tembusan kepada Menteri.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari

laporan penerapan dal pencapaian SPM kepada

Menteri yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gub€mur

seb.gFi wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan

kepada Menteri.

Paragraf 3

Pendidik dan Tenaga KePendidikaa

Sekolah Meneogah Pertama

Pasal 26

(f) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b pada sekolah menegah pertama terdiri dari :

o
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a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;

b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan

c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a yaitlr guru mata pelajaran sesuai dengan

kebutuhan kurikulum.

(3) Jenis tenaga kependidilen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri ata8 :

a. kepala sekolah; dan

b, tenaga penunjang LainnYa.

(4) Kualitas pendidik sebagaimana rlirnsksud pada ayat

(2) scbagai berikut :

a. paling rendah memiliki iiazah Diploma empat (D-

IV) atau Sarjana (S1); dan

b. memiliki eertifrkat Pendidik.

(5) Kuafitas tenaga kependidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. kepala sekolah :

1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat

(D-IV) atau sarjana (S1);

2. memiliki sertifikat pendidik; dan

3. memiliki surat tsnda tamat pendidikan dan

pelatihan calon kePala sekolah.

b. tenaga penunjang lainnya paling rcndah memiliki

ijazah SMA/ sederajat.

Passl27

(1) Dafam hal gurt. mata pclajaran belum memiliki

sertifi'kat peudidik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (4) huruf b, Pemerintah Kabupatcn

wajib menyamPaikan aurat keterangan yanA

Eenyatakan masih terdapat pendidik yang belum

memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahsr Dalsm

Negeri melalui Gubemur sebagai W'kil dari

Pemerintah Pusat dengan tcmbusan kepada Menteri'

o
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(2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon

kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerinteh Kabupaten

wajib menyampaikan aurat keterangan pendukung

lrang menyatakan maBih terdapat kepala satuan

pendidikan yang belum memiliki surat tanda tasrat

pendidikan dan pclatihan calon kepala sekolah

kcpada Menteri yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubemur

sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat dengan

tembusan kepada Menteri.

(3) Sr.rat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(U dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari

laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada

menteri yaru menyelenggaratan urusan

Pemerintahan Dalam Negeri mela.lui Gubemur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan

kepada Menteri.

Paraaraf 4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Kesetaraan

Pasal 2E

(l)Standar junfah dan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b pada sekolah menegah pertallla terdiri dari :

a, jenis pendidik dan tenaga kependidikan;

b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan

c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.

(3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. kepala satuan pendidikan kes€taraan; dan

b. tenaga penunjang lainnya.

o
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(a) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling rendeh memiliki iiazah Diploma empat (D-

M atau Sadana (Sl)'

(s)Kualitas tcnaBa kepcndidikan scbagaimana

dimaksud pada ayat (3) sebagei berikut:

a. kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki

ijazah Diploma empat (D-M atau Sarjana (SU;

dan

b. tenaga penunjang lainnya pating rendah memiliki

ijazah SMA/ sederajat.

Bagial Kelima

Tata cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas

Pendidik dan Tenaga lGPendidikan
Paragral 1

Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 29

(U Pemmenuhan jumlah pendidik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat lll huruf c Pada

p€ndidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara

perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan

jumlah rombongan belajar pada Eatuan pendidilen

anak usia dini.

(2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan

scbagaimanan dimaksud dalam Pasal 22 ayat $l
huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1 (satu)

kepala satuan pendidikan anak usia dini p€r Eatuan

pendidikan anak usia dini.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 3O

(1) Pemenuhan jumleh pendidik Eebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c Pada sckoLah dasar

didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan

kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal

o
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a. jumlah rombongan belajar pada satuan

pendidikan;

kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan

jumlah jam mata pelajara[ dalam struktur

kudkulum yang diatur sesuai dengan ketentuan

pcreturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

huruf c pada sekoLah dasar didasarkan pada tata

cara perhitungan pemenuhan kebutuhsn tenaSe

kependidikan sebagai berikut:

a. I (satu) kepala sekolah per satuan PendidilGn;

dan

b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan

pendidikan.

Pasal 31

(1) Pemenuhan jumtah pendidik scbagBimana dimaksud

dalam Pasal 26 aya:t ll) huruf c pada sekolah

menengah pertama didasarkan pada tata cara

perhitunggn pemenuhan kebutuhan pendidikan

eesuai dengan:

a. jumlah rombongqn belojar pada satuan

pendidikan;

b. kewajiban pemenuhan beban mengajar;

c. jumlah jam mata pel,ajaran dalam atruktur

kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (U

huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan

pada tata cara perhitungan pemenuhen kebutuhan

tenaga kependidikan sebagai berikut:

a. 1 (satu) kepala eekolah per satuan pendidikan;

dan

b. I (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan

pendidikan.

b.

c.

o
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Para€raf 3

Pendidikan Kesetarasn

Passl 32

(1) P€menuhan jumlah tutor pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) pada

pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara

p€rhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan

memperhatikan hal sebagai berikut:

a. jumlah rombongan belajar pada pendidikan

kesetaraan disatuan pendidikan;

b. kewajiban pcmenuhan bebsn mengajar tutor; dan

c. jumlah jam mata pelajaran dalam stnrktur

kurikufum/program yang diatur sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidilrqn

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan

ayat (3) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada

tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga

kependidikan untuk 1 (satu) satuan pcndirlikeYr yang

menyelenggarakan pendidikar kesetaraan sebagai

berikut:

a. I (satu) kepala satuan pendidikan pendidikan per

satuan kelrcndidil€n keeetaraan; dan

b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan

pendidikan kesetaraan.

BAB TV

PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

OLEH PEMERII,ITAH XABUPATEN

Bagian Kesatu

Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan

Pasal 33

(1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan

kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan

SPM Pendidikan.
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(2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan

sebagaimala dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

Pemerintah KabuPaten sebagai prioritas belanja

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangal.

Masyarakat

Pasal 34

penyelenggara pendidikan wajib

memfasilitasi pemenuhan:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan

b. standar jumlah dal kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan sebagaimarta dimaksud dalam Pasal

22, Pasal 24, Pas 26, dan Pasal 28, pada setiap

satual pendidikan yang diselenggara-kan oleh

masyarakat.

Pasal 35

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada

pendidikan anak usia dini dilakukan dengal cara:

a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sarnpai

dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/ kota

yang bersangkutan;

b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai

dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau

sedang belajar disatuan pendidikan anak usia

dini; dan

c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana

dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah

anal sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

(2) Datam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada

ayat (U huruf a mengikuti pendidikan allak usia dini

pada kabupaten/kota tain, peserta didik tersebut

dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 36

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada

sekolah dasar dilakukan dengan cara:

I
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a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai

dengan 12 (dua belas) tahun Pada

kabupaten/kota yang bersangkutan;

b. menglritung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai

dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat

atau sedang belajar di sekolah dasar; dan

c. meghitung persentase jumlah anak sebagaimana

dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlal

anak sebagaimana dimaksud dalam hurul a.

(21 Ddafi hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a mengikuti sekolah dasar pada

kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung

telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 37

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada

sekolah menengalt pertama dilakukan dengan cara:

a. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas)

sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada

kabupaten / kota yang bersangkutan;

b. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas)

sampai dengan 15 (tima betas) tahun yang sudah

tamat atau sedang belajar disekolah menengah

pertama; dan

c. menghitung persentase jumlah anak

sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi

dengaa jumlah anak sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.

Pasal 38

(1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada

pendidikan kesetaiaan dilakukan dengan cala:

a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai

dengan 18 (detapan belas) tahun di Kabupaten

Musi Rawas;

b. menghitung jumlah anak usia 7 (tqiuh) sampai

dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah

tamat atau sedang belajar di pendidikan

kesetaraan; dan
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(1)

(2)

c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana

dima-ksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah

anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Dafam ha.l peserta didik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a mengikuti pendidikar kesetaraan

pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut

dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Bagian Kedua

Pembatalan Penerimaan SPM Pendidikan

Pasal 39

Peserta didik penerima SPM Pendidikan yang

pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah

Kabupaten wajib ditetapkan oleh Bupati sesuai

dengan kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimalsud pada

ayat (1) dapat membatalkan penerima SPM

Pendidikan apabila peserta didik tidak memenuhi

kriteria sebagai penerima SPM Pendidikan sebagai

berikut:

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

b. berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu.

(3) Pembatalan oleh Pemerintah Kabupaten

sebagaimala dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis

dari satuan pendidikan.

BAB V

PELAPORAN PELAKSANAAN

PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

Pasal 39

(1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan

kewenangarrnya wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada

Menetri yarlg menye lengga.rakan urusan

Pemerintahar Dalam Negeri melalui Gubernur

sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat dengan

tembusan kepada Menteri.

26



(2) laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan

termasuk dalam materi muatan laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah'

(3) Materi muatan laPoran petaksanaan pemenuhan

SPM Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. hasil penerapan SPM Pendidikan;

b. kendata penerapan sPM Pendidikan; dan

c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM

Pendidikan.

(4) Selain materi muatan sebagaimala dimaksud pada

ayat (3), laporan pelaksanaan pemenuhan SPM

Pendidikan Kabupaten juga harus mencantumkan

rekapitulasi penerapan SPM Pendidikan setiap

Kecamatan.

(5) Laporan pelaksanaan pemenuhal SPM Pendidikan

disusun sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-uadangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Sumber pembiayaan pelaksanaaa standar peLayanal

pendidikan untuk pencapaian target sesuai rencana

pencapaian SPM Pendidikal dibebankan pada Anggaran

Pendapatan darr Belalja Daerah Kabupaten Musi Rawas

dal sumber lain yang sa}l dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENI]TUP

Pasal4l

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peratulan

Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
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Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal

diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pcngundsngan Peraturan Bupati ini dengan

mcncmpatkannya dalam Berits Daerah Kabupeten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

Diundangkan di Muara Beliti

padatanggal t5' Md 2o2o

SEKRETARIS DAERAI{
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2o2o NoMoR.zo

2A


